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TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
YAYASAN BINA BANGSA MALLINDA KECAil,L{TAN MALUNDA

KABUPATEN MAJENE

KEPAIA DPiI,{-PTSP

Menimbang '. a. Bahrla dalam pelaksanaan perluasan ilmu pengetahuan umum maka
perluasan tempat belajar dala*r bidang pendidikan yakni Yayasan Bina
Bangsa Malunda

b. Bahxa berdasarkan surat Ketua Yayasan Bina bangsa Malunda Kecamatan
Malunda, Perihal Permqrhonan lzin Operasional Sekolah Menengah
Kejuruan S*asta Bina Insali Malunda {SMKS BIM), Yayasan Bina
Bangsa Malunda, Non:cr Swat: S17r'Yayasan BBM/MLDIYDA2A
Tanggal.14 Mei ?0?0

Mengingat : l. Undang - Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945 Pasal 31

2. Undang-Undang Nomar 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah" Tingkai {i di Sulas,esi {lerrbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74- Tambahan Lemtlaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822 )

3. Undang-undang RI Nomor . 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat {Lembaran Ntgara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor l05.Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah {Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Namor 126. Tambahan Lemtraran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438.

6. Undang-undang Nomor. 5 1979 Tentang Psikoptropika ( Lembaga Negara
RI Nornor.3671)

7. Undang-Undang Nomor 2? Tahun 1997 Tentang Narkotika ( Lemaga
Negara Rl 1997 Nomor.5?, Tambahan Lernbaga Negara Ri Nomor.3696)

8. Undang-undang Nomor ; 13 Tahun iggS Tentang Kesejahteraan lanjut
Usia {Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara RI No.RI No.3796).

9. Undang-Undang No.23 Tahun :002 Tentang Perlindungan Anak
(Lembaga Negara RI Tahun 2002 Nsmoi.109 Tamban Lembaran Negara
RI.No.4235)

10. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

i1. Peraturan Pemerintah Nomor i1 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan
Gelandangan Dan Pengemis



12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentans Standar Nasional
Pendidikan.

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2(}i4 Tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan
Menengah.

14. Instruksi Gubernur Nomor ; I Tah*n 2017 Tentang Operasional
Penvelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16. Peraturan Bupati Majene Namor 53 Tahun 2S18 Tentang Pelimpahan
Kewenaagan Fenandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanamas Modal Dan Pela-vanan Terpadu Satu Ptntu

Memperhatikan:
I Surat Izin Pendirian Progrant Atau Satuan pendidikan dari Dinas

Pendidikan Provinsi Sularvesi Barat Nomcr: 0220002282002 Tanggal29
April 2010,

2 Surat Pemberitahuan Keberadaan dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Nomor ; 050.1i1A6N 2020 Tanggal 18 Mei 2020

3 Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Malu:rda Nomor.
4601237.9iV12A70 Tanggai t4 Msi 2020

*{EMTJTUSI{4I{:

Menetapkan: KEPIiTIISAN KEPALA DIiTAS PENANAMAIf MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATLJ PINTIi (DPII{-PTSP} KABUPATEN
MAJENE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN
B tNA BANGSA MALIi}T$A I{ECA*,IATAil{ *{AL [I NDA

KESATU . Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembasa : YAYASAN BII{A BANGSA trIALUNDA

Penanggun* r"u*uO ' AS\UADI AHlIj{{l, S.E., Ak., M.Acc

Alamat : Lingku*gan Maluada" Kelurahan Malunda Kec.Malunda
Kab. Maiene

KEDUA : Dalarn rnenjalankan tugasnva'=YAYASAN BINA BANGSA MAllrhlDA"
najib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

l. Men_velenggarakan kegiatan Program tersebut sedemikian rupa sehingga
dapat memenuhi Fungsi Sosialnya terhadap mas_varakat

2. Mematuhi Perundang-Undangan yang berlaku

3. Menyampaikan laporan o-*lanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sular.lasi barat

..,



KETTGA : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran :020 I 2021 dan jika dikemudi*n
hari ternyata terdapat kekelir*an dalarn keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinva.

Ditetapkan di : MAIENE
Fad* Tanggal : l8 Mei 2020

1998031 007


